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PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 55 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 51 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI

HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

e

BUPATI SUMEDANG,

bahwa ketentuan yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan
dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta
monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Sumedang telah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 51 Tahun 2011,;
bahwa agar proses pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dapat lebih
dipertanggungjawabkan, tertib administrasi, dan transparans maka
setiap usulan yang disampaikan kepada bupati harus evaluasi terlebih
dahulu oleh SKPD terkait;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 51 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi
Hibah Dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851;
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Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor
3298);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran ~ Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 509,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahanan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
150,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negra Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);
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Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4);

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 51 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban
Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
2011 Nomor 51).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 51 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
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Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 51 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta
Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011
Nomor 51), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1)
@)
3)
(4)

()
(6)

(7)
(8)

Pasal 8

Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi
kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.
Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)

Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan evaluasi
atas usulan/proposal yang masuk dan dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi.
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kelengkapan persyaratan,
kesesuaian substansi kegiatan yang diusulkan dengan program pemerintah daerah dan
kewajaran atas besaran biaya yang diusulkan.

SKPD terkait dalam melakukan evaluasi sebagiamana dimaksud pada ayat (3) dapat
membentuk Tim Evaluasi.

Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan proposal
disertai hasil evaluasi berupa rekomendasi dan rekapitulasinya kepada Bupati dengan
tembusan kepada TAPD, sesuai dengan format.

TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Penunjukan SKPD yang melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan peraturan bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 29

Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati.

Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan evaluasi atas
usulan / proposal yang masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ; kelengkapan persyaratan, dan
kewajaran atas besaran biaya yang diusulkan.

SKPD terkait yang melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat
membentuk Tim Evaluasi.

Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan proposal
disertai hasil evaluasi berupa rekomendasi dan rekapitulasinya kepada Bupati dengan
tembusan kepada TAPD, sesuai dengan format.

TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Penunjukan SKPD yang melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
format rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal Il
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 25 Oktober 2011

BUPATI SUMEDANG

ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 25 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
ttd
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